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BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan 

Usaha yang melibatkan warga negara asing (WNA) diklasifikasikan sebagai 

penanaman modal asing menurut hukum Indonesia. Ini mencakup penanaman modal 

asing penuh maupun kemitraan dengan penanam modal lokal. Secara hukum, warga 

negara asing tidak bisa memiliki usaha skala UMKM karena hanya dapat memiliki 

Usaha Besar dan berinvestasi lebih dari Rp 10 miliar dan harus berbentuk PT. PMA. 

Satu-satunya pengecualian adalah untuk PMA di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 

dimana Penanaman Modal terbatas tidak berlaku di wilayah KEK. 

Implementasi pengaturan terkait usaha asing dan UMKM di Bali menunjukkan 

walaupun peraturan perundang-undangan sudah mengatur bahwa WNA tidak bisa 

memiliki usaha skala UMKM, terbukanya bidang-bidang usaha tersebut akan menarik 

persaingan langsung dengan UMKM lokal dan usaha asing. Terutama jika dalam 

praktiknya, perusahaan milik perseorangan asing tidak selalu langsung berinvestasi 

dalam jumlah besar atau menghasilkan pendapatan pada skala Usaha Besar. 

Sebaliknya, perusahaan-perusahaan ini cenderung memasuki wilayah pendapatan dan 

investasi skala UMKM selama beberapa tahun pertama operasinya. 

Peraturan Perundang-undangan yang paling relevan saat ini dalam mengatur 

UMKM, investasi asing dalam segala keterkaitannya adalah Peraturan Presiden Nomor 

10 Tahun 2021 (“Perpres 10/2021”) mengatur tentang Bidang Usaha Penanaman 

Modal, yang diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 (“Perpres 

49/2021”) sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Peraturan tersebut mengatur 

soal bidang usaha yang terbuka, tertutup dan terbuka secara terbatas untuk investasi 

(Daftar Positif Investasi atau DPI). 
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Perpres 10/2021 dan Perpres 49/2021 yang menyekat kepemilikan asing dari 

UMKM dengan amanat pelindungan, di saat bersamaan membuahkan tantangan bagi 

UMKM dalam semangat untuk membuka pintu untuk investasi asing. Pariwisata, 

Restoran dan berbagai bidang usaha terbuka untuk kepemilikan asing 100% di 

Indonesia. Pengaturan investasi asing demikian bersama dengan segala bentuk 

kelemahan atau kekurangan pengawasan akan merugikan UMKM. 

UU Agraria juga merupakan salah satu peraturan perundang-udangan yang 

relevan dengan kepemilikan usaha asing dan UMKM, karena sistem perjanjian nominee 

yang merupakan praktik bermasalah di Bali. Praktik perjanjian ini memberi akses 

kepada WNA kepada sektor usaha properti.  

5.2. Saran  

1. Pemerintah baik Pemerintah Pusat (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian 

Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM), Pemerintah Daerah dan lembaga 

pengawas terkait (DPMPTSP) dalam jangka pendek perlu menciptakan peraturan  

demi menciptakan pengawasan aktif dan tersentralisasi untuk membuat sistem 

akuntabilitas pengusaha asing yang lebih komprehensif.  

2. Pemerintah Pusat perlu mengatur secara teknis bidang usaha yang dapat dimiliki 

100% oleh WNA. Setiap daerah memiliki konsentrasi UMKM di sektor-sektor yang 

berbeda, sektor yang terbuka untuk 100% kepemilikan asing perlu diperketat untuk 

KEK atau sesuai peruntukkan Kawasan dan pemilik harus memiliki KITAS/KITAP 

(Kartu Izin Tinggal Tetap). Bidang usaha yang terbuka ini juga dilarang menggunakan 

Perjanjian Nominee. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan 
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investasi asing disesuaikan dengan karakteristik ekonomi lokal, sehingga tidak 

merugikan pelaku UMKM yang telah lama beroperasi. Dengan adanya regulasi yang 

lebih spesifi, pemerintah dapat melindungi UMKM lokal dari persaingan yang tidak 

seimbang, sambil tetap menarik investasi asing yang sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi masing-masing daerah. 

3. Pemerintah Pusat dalam jangka panjang perlu mengembangkan perizinan terkait 

perjanjian sistem nominee untuk mencegah penyelundupan hukum seperti yang terjadi 

di Bali. Dalam jangka pendek, pemangku kepentingan seperti WNI dan WNA yang 

menggunakan sistem nominee dapat diuntungkan adanya lembaga pengawasan dan 

perizinan seperti DPMPTSP, untuk mencegah praktik bermasalah di daerah Bali 

khususnya. 

4. Strategi untuk mengoptimalkan keberadaan Kepemilikan Asing dan UMKM adalah 

pendekatan yang lebih bijaksana. Kementerian Koperasi dan UKM, bersama dengan 

pemerintah daerah, dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kapasitas 

UMKM lokal, memfasilitasi kemitraan antara UMKM lokal dan PT. PMA, serta 

memberikan insentif untuk segala bentuk investasi asing yang mendukung UMKM. 

5. Akademisi perlu melakukan survei dan penelitian dengan fokus usaha milik asing 

terkait dengan UMKM lokal di semua daerah untuk mengetahui dampak kepemilikan 

usaha asing terhadap UMKM dalam skala nasional. Fenomena di Bali banyak disorot 

karena kepadatan turis WNA dan usaha milik asing di wilayah tersebut. Namun 

penting untuk diingat bahwa keberadaan usaha asing tidak hanya terdapat di Bali; 

mereka ada di berbagai wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian atau 
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survei lebih lanjut diperlukan untuk memberi gambaran yang lebih lengkap dampak 

usaha asing terhadap UMKM di seluruh negeri. Pola-pola dan fenomena yang 

mungkin ada dalam berbagai konteks regional perlu diidentifikasi untuk mengetahui 

potensi kebutuhan hukum yang mungkin diperlukan oleh UMKM di daerah-daerah 

lain.       
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